Kota Bitung Sulawesi Utara Tertinggi Realisasi Belanja APBD
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Christian Wayongkere/Tribun Manado
Pelaksanaan rapat koordinasi (Rakor) Forum Keuangan Daerah, se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)
di SH Sarundajang Hall Kantor Walikota Bitung.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mengejutkan dan di luar dugaan, Kota Bitung
meraih peringkat pertama sebagai kota (kategori kota) tertinggi atas realisasi
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 se
Indonesia.

Informasi ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Bina
Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Dr Agus Fatoni, saat menjadi
narasumber di rapat koordinasi (Rakor) Forum Keuangan Daerah, se Provinsi
Sulawesi Utara (Sulut) di SH Sarundajang Hall Kantor Walikota Bitung, Selasa
(12/712022).

“Kota Bitung (Sulawesi Utara) meraih peringkat pertama sebagai kota (kategori

kota) tertinggi atas realisasi belanja APBD tahun 2022 se-Indonesia.
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Dengan presentase belanja sebesar 43.51 persen per semester pertama. Urutan ke
dua kota Langsa (Aceh) 39,41 persen, dan posisi ke tiga ditempati kota Blitar, (Jawa
Timur) 37,95,” kata Agus Fatoni.

Penyampaian itu, langsung membuat Wali kota Bitung Maurits Mantiri, Wakil

Walikota Hengky Honandar SE, Pj Sekda Kota Bitung Rudy Theno.

Apresiasipun dari peserta rakor forum keuangan daerah se-provinsi sulut diberikan
kepada Kota Bitung dalam pencapaian belanja tahun anggaran 2022.

Agus Fatoni merupakan eks Pjs Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, menerangkan

dalam pengelolaan keuangan harus memperhatikan peraturan perundang-
undangan, harus memahami betul aturanya, dikuasai, kemudian terapkan.

Karena pengelolaan uang yang perspektif dan akuntabel harus bisa dipertanggung
jawabkan, karena uang itu menyangkut pertanggung jawaban Kita kepada negara
dan masyarakat.

“Juga kita bisa menggunakan sistem yang bisa bekerja dengan tepat,
akuntabilitasnya terjaga sehingga kita memiliki SIPD yang terintegrasi menjadi
satu,” kata dia.

Merespon, capaian peringkat pertama sebagai kota (kategori kota) tertinggi atas
realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 se

Indonesia Wali kota Bitung Maurits Mantiri bilang ini yang namanya kerja

kolaborasi, dan sudah menjadi tagline Maurits — Hengky.

“Kerja kerja kolaborasi, gotong royong dan bekerja dengan cinta jauhkan dari

kebencian, inilah hasilnya kita meraih peringkat satu se-Indonesia realisasi

pencapaian APBD tingkat kota.

Makanya kerja kolaborasi itu sangat penting dalam memimpin dan bekerja bertukar

pikiran serta belajar dengan ahlinya demi mencapai target yang telah kita tetapkan,”

jelas Mantiri.

Dalam kegiatan itu berlangsung penandatanganan berita acara kesepakatan

bersama, forum keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara:

1. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD/Perubahan APBD harus dilaksanakan
sesuai pedoman penyusunan APBD,

2. Percepatan penyerapan anggaran,

3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi APBD

4. Hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tetang APBD yang di tuangkan dalam

keputusan Gubernur wajib ditindaklanjuti

Penyelesaian sertifikasi tanah dalam rangka pengamanan aset daerah

6. Pengutamaan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah

7. Mempercepat proses penyiapan persyaratan penyaluran dana DAK tahun 2022

8. Mempersiapkan implementasi pengunaan kartu kredit pemerintah daerah
(KKPD) sesaui amanat Permendageri nomor 79 tahun 2022

o
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9. Kerjasama pemungutan (pendataan/inventarisasi potensi wajib pajak
daerah/provinsi serta penagihan)

10. Penggunaan SIPD dalam penatausahaan APBD

Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan
dan Aset daerah atau perwakilan dari Kabupaten Kota serta dari Provinsi Sulawesi
Utara, disaksikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendageri Agus Fatoni,
Wali kota Bitung Maurits Mantiri, Wakil Walikota Hengky Honandar dan Pj Sekda
Kota Bitung Rudy Theno.(crz)

Sumber:

1. https://manado.tribunnews.com/2022/07/14/kota-bitung-sulawesi-utara-
tertinggi-realisasi-belanja-apbd-tahun-2022-se-indonesia

2. https://manado.antaranews.com/berita/207501/bitung-raih-peringkat-pertama-
kota-tertinggi-realisasi-apbd

Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Catatan Berita

1. Definisi
Pasal 1 Ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

2. Penyusunan APBD

Pasal 23 menyatakan bahwa:

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24 menyatakan:

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah; dan
b. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

(3) Pengeluaran Dearah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
a. Belanja Daerah; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang
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terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan
Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai
dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah
yang cukup.

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana maksud pada Ayat (3) harus
memiliki dasar hukum yang melandasinya

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD,

Pasal 25 menyatakan bahwa satuan hitung APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang
mengenai keuangan negara.

. Struktur APBD
Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang
terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 28 menyatakan:

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) huruf
a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf
¢ meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan
Dearah.

Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
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4. Belanja Daerah

Pasal 49 menyatakan bahwa:

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b
untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perLrndang-undangan.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan potensi yang dimiliki Daerah.

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan
memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait
Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
daerah.

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki
Daerah.

Pasal 50 menyatakan bahwa

(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran
Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri
teknis terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan
penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Passal 51 menyatakan bahwa

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja,
dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-
undangan.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat
(7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar
belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
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(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai pedoman dalam men)rusun standar harga satuan pada
masing-masing Daerah.

(5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.

(6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menJrusun rencana
kerja dan anggara dalam pen5rusunan rancangan Perda tentang APBD.

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dirinci
menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan,
jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

5. Kilasifikasi Belanja Daerah
Pasal 55 menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 56 menyatakan bahwa

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a
dirinci atas jenis:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b
dirinci atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf
c dirinci atas jenis belanja tidak terduga

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d
dirinci atas jenis:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan..

®oo0 o
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Pasal 57 menyatakan bahwa

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a
digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala
Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai
ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perLIndang-undangan.

Pasal 59 menyatakan bahwa:

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

(2) Pengadaan barangljasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 60 menyatakan bahwa Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang
yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 61 menyatakan bahwa:

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau
oleh masyarakat.

(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan
produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau
badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan
subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
pertimbangan untuk memberikan subsidi.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

(6) Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 menyatakan bahwa

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
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kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 menyatakan bahwa:

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf
f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Pasal 64 menyatakan bahwa

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan
untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria:
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset.

(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c diatur dalam Perkada.

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja
modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 66 menyataka bahwa Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 67 menyatakan bahwa

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (a)
huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu
lainnya.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-
undangan.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

b. Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;

c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupatenlkola di
wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;

d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya danf
atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

e. Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau
khusus.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah
penerima bantuan.

(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD
atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 68 menyatakan bahwa

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3)
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi, menggunakan:

a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. Bemanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA

SKPD.
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